
BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI IIALMAHERA BARAT
ilo1tfioR tl /KPTS/ t 12a26

TEI{TANG

PENEIAPAN HONORARIUM PEIABAT PENGELOLA KEUAITGAN (PPKI
U1IIIT SKPD PADA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATTN IIALMAHIRA BARAT
TAHUN 2O2S

BUPATI HALIIIAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka elisiensi dan efektititas pelaksanaan tugas-
tugas sesuai dengan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kab.
Halmatrera Barat yang pendanaarurya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat
maka dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Keuangan {PPK)
pada Sekretariat Daerah Kah,upaten Hahnahera Bara|

b. bahwa pejabat yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap
mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan

Mengingat : 1.

tanggung jawab dimaksud;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dal huruf b, periu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penunjukan Pejabat Pengeiola Keuangan (PPK) pada Sekretariat
Daerah Kabupaten Hqlmahera Barat Tahun 2A25;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Peaetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah
Daera-h Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undanyundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan SuLa, Kabupaten Halmahera Timur dan
Kota Tidore Kepu}auan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AA4 tentang Perbendaharaan
Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 'lahun 2A14 tentang
Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Daerah;

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang llubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;

l0.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tah:un 2A2A tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
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l2.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 TAhun
2027 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
'2Arc tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab.
Halmahera Barat;

l3.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun
2025 tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
20'25:

14.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 lentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor
10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

l5.Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran
IUzJ;

Surat Kepala Bagian lJmum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800.1.3.3/009 12025 perihal
Permohonan Penerbitan SK KDH.

MEMUTUSKAITT :

Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) unit SKPD pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana
tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap
berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yaflg berlaku.
Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dapat diberikan
honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan
Daerah.
Segala btaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailolo
qJ 2425PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah '/h /
Ass. Bid. Adm. Umum ,u LW
Kabag Umum, Perencalaan &
Keuangan l
Kabag. Hukum & Orgs V
Temhtsana DTemhusana Disampaikan kepada'Yth ;
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakiian Maluku Utara di Ternate
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

BUPATI BARAT,
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I-AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 11 /KPTS/ I /2A2s
TANGGAL : g JANUARI2O2S

TEI\iT'AJ{G : DAFTAR HOJ.{ORARIUI{ PEJABAT PENGELOLA
SKPD SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2425

KEUANGAN IPPK} UNIT
HALMAHERA BARAT

NO NAMA/JABATAN JABATAN DLM TIM
BESAR

HONORARIUM

1 2 3 A+
1

2

J

4

5

RINA RAUF, SH

WEMPI MANOA

NONY M. ARIF

FARIDA

SYAMSUL MAHMUD, S.IP

PPK UNIT BAG. HUKUM & ORGANiSASI

PPK UNIT BAG. TATA PEMERINTAHAN &SDA

PPK UNIT BAG. PROTOKOL & KOMUNIKASI
PIMPINAN

PPK UNIT BAG. KESRA & TtrNAGA KERJA

PPK UNIT SKPD BAG. UNIT LAYANAN
PENGADAAN

i.000.000

1.000.000

i.000.000

1.000.000

1.000.000

BARAT,BUPATI

UANGAss. Bid. Adm.Umum
Kabag Uilium, Fercncanaarr &
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